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Penelitian ini membedah tentang sewa pacar, dengan memulal dari sejarah dan perkembangan konsep dari
pacaran sebagai objek yang disewakan dalam sewa pacar, lalu melanjutkan pada praktik sewa pacar itu
sendiri dengan menggunakan ilmu kriminologi sebagai pisau bedahnya, kemudian melihat hasil dari
pembedahan tersebut dengan menggunakan lensa politik hukum pidana dan lensa hukum pidana, juga
menyarankan metode yang tepat untuk menanggulangi sewa pacar. Penelitian ini menggunakan gabungan
dari metode penelitian non-doktrinal dan metode penelitian doktrinal. Sewa pacar dalam pembedahan secara
kriminologis menghasilkan bahwa sewa pacar adalah kriminogen atau sesuatu yang menciptakan adanya
tindak-tindak pidana dan menempatkan pemberi jasa sewa pacar sebagai pihak yang rentan terhadap
kejahatan. Dalam pandangan lensa politik hukum pidana, sewa pacar telah bertentangan dengan tujuan dari
politik hukum pidanayang selaras dengan tujuan dari keseluruhan politik kriminal Indonesia. Keseluruhan
politik kriminal Indonesia atau disebut juga social defence planning merupakan bagian yang terintegrasi
dengan politik sosial negara Indonesia. Politik sosial negara Indonesia diatur dalam Rencana Pembangunan
Nasional (UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional), sehingga tujuan
dari politik kriminal ini juga selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang memperhatikan semua
bidang kehidupan bangsa Indonesia. Sewa pacar menjadi bertentangan dengan politik hukum pidana karena
keberadaan dari sewa pacar mengancam bidang kehidupan bangsa Indonesia. Dalam pandangan lensa
hukum pidana, sewa pacar secara kualifikasi bukan merupakan tindak pidana, oleh sebab tidak adanya delik
yang secara khusus mengatur tentang sewa pacar. Akan tetapi secara konseptual, unsur-unsur yang
terkandung dalam sewa pacar seperti: menawarkan, menyepakati dan memberikan jasa seksual, itu ada
diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan baru maupun peraturan perundang-
undangan lain di luar KUHP, khususnya delik yang berhubungan dengan bidang kesusilaan masyarakat.
Proses untuk menghubungkan antara sewa pacar dan tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dilakukan
dengan menggunakan metode penemuan hukum, yaitu penafsiran hukum.

...... This research dissects the phenomenon of renting a boyfriend/girlfriend starting from the history and
development of the concept of dating as an object that is being rented out in said phenomenon, then
continuing to the practice of renting a boyfriend/girlfriend itself using criminology as a scalpel to further
looking at the results through the lenses of criminal law and political criminal law while also suggest
appropriate methods for dealing with boyfriend/girlfriend rent. This research uses a combination of doctrinal
and non-doctrinal research methods. Renting a boyfriend/girlfriend analysed through criminological
perspective resulting in it being a criminogen, something that concoct criminal acts and subjecting the
perpetrator of renting a boyfriend/girlfriend as aparty vulnerable to crime. From the perspective of political
criminal law, renting a boyfriend/girlfriend is contrary to the objectives of criminal legal politics which are
in line with the objectives of the entire Indonesian criminal politics. The entire Indonesian criminal politics
or also known as “social defence planning” is an integrated part of the social politics of the Indonesian state.
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The social politics of the Indonesian state are regulated in the National Development Plan (Law Number 25
of 2004 concerning the National Development Planning System), so that the goals of criminal politics are
also in line with national development goals which pay attention to all areas of the life of the Indonesian
nation. Renting a girlfriend isin conflict with criminal law politics because the existence of renting a
boyfriend/girlfriend threatens the areas of life of the Indonesian. From a criminal law perspective, renting a
boyfriend/girlfriend is not a criminal offence because there are no offences specifically regulating renting a
boyfriend/girlfriend. However, conceptually, the elements contained in renting a boyfriend/girlfriend, such
as: offering, agreeing to and providing sexual services, are regulated by the old and new Criminal Code
(KUHP) as well as other laws and regulations outside the Criminal Code, in particular offences related to the
field of public morality. The process of connecting between renting a girlfriend and criminal actsin criminal
law is carried out using the legal discovery method, namely legal interpretation.



